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ABSTRAK 
 
This research objectives is to know whether the PSAK No. 102 followed the Fatwa DSN-MUI 
NO.04/DSN-MUI/IV/2000 about Murabahah transaction. This research uses qualitative approach and 
compares PSAK No. 102 to Fatwa DSN-MUI. This research concluded that most part of PSAK No. 102 
already agree to Fatwa DSN-MUI. Some parts of PSAK No. 102 or Fatwa DSN-MUI were not clearly 
explained and have a big chance to lead more than one interpretation. Some statements in PSAK have no 
relationship at all to Fatwa DSN-MUI. Both PSAK and Fatwa DSN-MUI should be revised to have a 
better interpretation. 
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PENDAHULUAN 
 
Di antara berbagai produk pembiayaan perbankan syariah, produk murabahah 
memiliki peringkat tertinggi. Capaian pembiayaan perbankan syariah secara nasional antara 
Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010 dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Tabel Nilai PembiayaanBank  Syariah 
Akad Nilai(Miliar Rupiah) (%) 
Mudharabah 57,684 13.56 
Musyarakah 94,592 22.23 
Murabahah 238,022 55.93 
Istishna 3,197 0.75 
Ijarah 13,033 3.06 
Qardh 19,019 4.47 
Total 425,547 100.00 
Sumber: Bank  Indonesia(2010) 
                                                        
1 Penulis mengucapkan terima kasih kepada peserta Seminar Nasional “Kontribusi Dunia 
Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi dalam Penguatan Perekonomian Bangsa” 
tanggal 28 Juni 2011 yang telah memberikan masukan guna perbaikan paper ini. 
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 Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah dengan 
akad murabahah adalah terpopuler atau tertinggi. Dengan tingginya popularitas akad 
murabahah, maka pelaporan produk ini dalam Laporan Keuangan Bank Syariah menjadi 
penting dan perlu diberi perhatian. Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan akan sangat 
mengganggu kebijakan yang diambil berdasarkan informasi Laporan Keuangan. Hal inilah 
penyebab perlunya dilakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh mengenai PSAK no. 102 
dan Fatwa DSN-MUINO.04/DSN-MUI/IV/2000. 
Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang 
(Rifqi Muhammad, 2008). Dengan menggunakan akad ini, penjual (pemilik barang) wajib 
memberitahukan harga pokok barang yang dijual tersebut kepada pembeli. Negosiasi antara 
penjual dan pembeli bukan untuk menentukan harga jual, tetapi untuk menentukan besarnya 
marjin atau keuntungan. Dengan karakteristik seperti ini, maka diperlukan standar khusus 
untuk pelaporan di Laporan Keuangan Bank Syari’ah, mengingat Bank bukan lagi bertindak 
sebagai mediator keuangan saja, tetapi aktif berdagang. Konsep Bank ikut aktif berdagang 
inilah yang tidak dimiliki atau bahkan tidak diperbolehkan pada Bank non Syari’ah (konven-
sional). Untuk ini IAI telah mengeluarkan PSAK no. 102 tentang Murabahah. 
PSAK no. 102 ini, secara konseptual, merupakan adopsi atau gabungan dari standar 
akuntansi itu sendiri yaitu PSAK umum (banyak kalangan menyebut dengan istilah PSAK 
konvensional), pernyataan AAOIFI dan dengan melihat standar dari sisi agama yaitu Fatwa 
DSN-MUI. Namun, dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang standar dari sisi 
agama yaitu Fatwa DSN-MUI. Hal ini dilakukan untuk melihat atau mengkaji kesesuaian 
antara PSAK no. 102 dengan FATWA MUI. Oleh karena itu, masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah: Apakah PSAK no.102 tentang Murabahah sudah sesuai dengan FATWA 
DSN-MUI tentang murabahah?  
 
STANDAR AKUNTANSI 
 Dalam akad murabahah terdapat teori dan praktek dalam penggunaannya. Pada praktik 
maupun teori akuntansi syariah murabahah perlu adanya standar-standar yang digunakan. 
Standar-standar itulah yang akan membantu dalam pembentukan standar akuntansi untuk akad 
murabahah. Standar yang digunakan tidak hanya standar dari sisi akuntansi saja tetapi standar 
dari sisi agama juga perlu digunakan karena standar akuntansi murabahah merupakan standar 
akuntansi yang berbasis syariah yang menganut sesuai dengan syariah Islam. Dalam memben-
tuk standar akuntansi murabahah ini perlu memperhatikan sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis. 
Walaupun Al-Qur’an dan hadis tersebut tidak secara langsung membahas mengenai Muraba-
hah tetapi dalam Al-Qur’an dan hadis tersebut membahas tentang perdagangan atau pernia-
gaan yang mendasari transaksi dengan menggunakan akad tersebut. 
 Standar-standar yang digunakan untuk membentuk standar akuntansi syariah terutama 
standar akuntansi murabahah tidak hanya berasal dari standar yang diterapkan di Indonesia 
saja tetapi juga berasal dari standar Internasional. Standar internasional yang dipakai adalah 
standar yang dikeluarkan oleh AOIFI. Standar ini telah secara luas digunakan oleh LKS 
(Lembaga Keuangan Syari’ah) di berbagai Negara. 
 Di bawah ini merupakan bagan-bagan yang menggambarkan standar-standar secara 
umum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan atau pembentukan standar akun-
tansi syariah atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 102 yaitu sebagai 
berikut : 
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Gambar 
Pembentukan Standar Akuntansi Syariah 
 
 Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa PSAK no. 102 dapat dibentuk dari tiga stan-
dar yang berbeda-beda. Dari sisi akuntansi standar yang digunakan adalah: 
 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)   
PSAK dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan harapan agar dapat menja-
dikan pedoman dalam melakukan transaksi akuntansi baik dalam praktek maupun teori. IAI 
memiliki Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang merupakan satu komponen inti 
dalam IAI yang memiliki komponen dalam penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
Untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi international, DSAK mengembangkan 
standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia, terutama standar 
akuntansi keuangan untuk transaksi syariah. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi 
syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karak-
teristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akun-
tansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi 
yang dapat dijadikan landasan konseptual. 
 
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI). 
AAOIFI menjadi organisasi nirlaba international yang memiliki komponen untuk 
menyusun standar-standar akuntansi keuangan dan auditing untuk Bank dan Lembaga Keua-
ngan Syariah di dunia. 
 
Fatwa DSN-MUI.  
Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 
bertugas untuk membentuk fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam sesuai dengan syariah Islam 
yang menjadi tolok ukur bagi praktek ekonomi syariah dan non-syariah dalam mencapai 
keselarasan. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai 
dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman 
dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. DSN mempunyai langkah-langkah 
tersendiri dalam menetapkan fatwa-fatwa berkaitan dengan kondisi sekarang ini. Salah satu 
Fatwa  
DSN-MUI 
AAOIFI PSAK 
KONVENSIO
NAL 
PSAK No. 102 
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syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (manhaj) dalam berfatwa, karena 
menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk yang dilarang oleh agama. 
 
Pengertian Murabahah. 
  Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang 
(Rifqi Muhammad, 2008). Perbedaan yang tampak pada jual beli murabahah dengan jual beli 
yang lain adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian 
dilakukan negosiasi keuntungan (bukan negosiasi harga jual) yang akhirnya disepakati kedua 
belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting 
dalam proses murabahah.  
  Pada akad murabahah terdapat beberapa landasan syariah yaitu dalam Al-Qur’an dan 
hadis meskipun tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah namun ada 
beberapa acuan di dalamnya yang berkaitan dengan penjualan, keuntungan, kerugian, dan 
perdagangan. 
 Transaksi Murabahah dalam pembiayaan Bank Syariah adalah transaksi jual beli antara 
Nasabah dengan pihak Bank. Barang yang akan dijual oleh Bank dapat berupa barang yang 
sudah dimiliki oleh Bank ataupun belum (pesanan). Jika pesanan, barang yang dijual oleh Bank 
berdasarkan spesifikasi dari Nasabah, dan jika barang tidak pesanan, Bank  membuat dan 
menjual barang tersebut sesuai dengan spesifikasi Bank  sendiri. Sedangkan harga jual kepada 
Nasabah yaitu harga pokok perolehan barang ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak. Dalam akad ini, Bank  harus mencatat dan mempraktikannya sesuai dengan 
landasan yang digunakan. 
 
Ketentuan Umum  
Fatwa DSN MUI 
Fatwa no. 3, 4, 5, 6, dan 7 yang berada dalam alinea ketentuan kepada Nasabah berisi 
sebagai berikut : 
3.  Bank  kemudian menawarkan asset tersebut kepada Nasabah dan Nasabah harus 
membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum 
perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual 
beli. 
4.  Dalam jual beli Bank  dibolehkan meminta Nasabah untuk membayar uang muka saat 
menandatangani kesepakatan awal. 
5.  Jika Nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank  harus dibayar 
dari uang muka. 
6.  Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, Bank  dapat 
meminta kembali sisa kerugiannya kepada Nasabah. 
7.  Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka : 
a.  Jika Nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa 
harga. 
b.  Jika Nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank  maksimal sebesar 
kerugian yang ditanggung oleh Bank  akibat pembatalan tersebut, dan jika uang 
muka tidak mencukupi, Nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
 
PSAK : 
Alinea-alinea yang terdapat dalam PSAK 102 adalah sebagai berikut: 
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07. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli 
untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli 
tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual 
mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai 
tersebut menjadi tangguhan penjual dan akan mengurangi akad. 
14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembeli 
sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika 
akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan 
kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang 
muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. 
19. Pengukuran asset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut :  
a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka : 
(i) dinilai sebesar biaya perolehan 
(ii)  jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak,atau kondisi lainnya sebelum 
diserahkan ke Nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan 
mengurangi asset 
b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka : 
 (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana 
yang lebih rendah; dan 
 (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka 
selisihnya diakui sebagai kerugian. 
 
 Dalam fatwa no. 3 ketentuan umum, dinyatakan bahwa Bank  dapat membiayai seluruh 
atau sebagian. Dengan adanya fatwa ini, maka Bank  boleh meminta uang muka kepada 
Nasabah seperti yang telah dijelaskan dalam fatwa no. 4. Uang muka tersebut juga berfungsi 
sebagai bukti komitmen Nasabah untuk membeli barang murabahah. Selain sebagai bentuk 
komitmen, uang muka juga berfungsi sebagai pengurang kewajiban Nasabah kepada Bank, 
sehingga angsuran atau pembayaran yang harus dilakukan oleh Nasabah akan berkurang. Di 
dalam PSAK no. 102 juga dijelaskan seperti itu. 
 Jika dilihat dari pernyataan di atas, antara PSAK no. 102 dengan Fatwa sudah sesuai 
berarti PSAK sudah mengadopsi fatwa MUI tentang murabahah.  
 
Perwakilan Dalam Membeli Barang Murabahah. 
Fatwa MUI: 
4. Bank membeli barang yang diperlukan Nasabah atas nama Bank  sendiri.  
9.  Jika Bank hendak mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga 
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik Bank . 
PSAK : 
18. Pada saat perolehan asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. 
 
Dalam fatwa ini, barang murabahah yang diperjual belikan harus merupakan milik sah 
Bank. Dengan demikian, maka Bank harus melakukan transaksi pembelian kepada supplier 
sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan Nasabah. Secara formal barang tersebut harus 
dicatat sebagai barang milik Bank, meskipun persediaan barang tersebut hanya sementara, 
sampai barang tersebut pindah menjadi milik Nasabah. 
Berikut ini merupakan jurnal yang digunakan pada saat pengakuan perolehan barang muraba-
hah oleh Bank baik secara tunai maupun kredit :  
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Jurnal pada saat perolehan barang murabahah dari supplier 
 
 Persedian murabahah xx (sebesar harga perolehan) 
  Hutang  / kas   xx (sebesar harga perolehan) 
 
 Bank membuat jurnal tersebut karena pertama-tama Bank harus terlebih dahulu 
mengakui barang murabahah tersebut sebagai persediaan milik Bank walaupun sifatnya 
sementara. Bila Bank  memperoleh barang tersebut pada akhir periode pada akhir periode 
tetapi Nasabah baru mengambil barang tersebut dari Bank  awal periode tahun sesudahnya 
maka pihak Bank tetap harus mengakui barang tersebut sebagai persediaan dan melaporkannya 
di dalam Laporan Keuangan. 
 Pada Fatwa MUI no. 9, Bank bisa mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang 
tersebut kepada supplier. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Nasabah dapat memilih barang 
sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Maksud dari mewakilkan di sini adalah untuk 
mempercepat proses pemilihan barang yang diperlukan oleh Nasabah, dan bukan 
menyerahkan proses pembelian kepada Nasabah. Pembayaran atas barang tersebut tetap harus 
dilakukan oleh Bank, bukan oleh Nasabah. Bila untuk mempermudah transaksi Bank 
menyerahkan uang sebesar harga beli barang kepada Nasabah untuk diserahkan kepada 
supplier, maka Nasabah harus bertindak untuk dan atas nama Bank bukan atas nama Nasabah. 
Untuk melaksanakan hal ini Bank harus memberi surat kuasa khusus. Jika hal ini terjadi, maka 
Bank harus mencatat pengeluaran uang yang diserahkan kepada nasabah sebagai Uang Muka 
yang harus dipertanggung-jawabkan penggunaannya oleh Nasabah. Pengakuan adanya 
pembiayaan murabahah pada saat ini akan menyebabkan rusaknya akad murabahah, karena 
mengakui adanya penjualan sebelum ada barang. 
Bila digunakan klausul perwakilan ini, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank adalah 
sebagai berikut: 
Saat pengeluaran uang ke Nasabah. 
 
Uang Muka Nasabah  Rp. xxx,- 
 Kas    Rp. xxx,- 
 
Saat Nasabah melaporkan pembelian yang dilengkapi dengan semua persuratan yang 
diperlukan, maka jurnal yang harus dibuat adalah: 
 
Persediaan Murabahah  Rp. xxx,- 
 Uang Muka Nasabah  Rp. xxx,- 
 
Setelah jurnal pertanggungjawaban ini dibuat, barulah Bank bisa mencatat penjualan 
murabahah kepada Nasabah. 
 Persoalan akan muncul bila dalam praktek LKS (Bank) tidak jujur dan menganggap 
pengeluaran kas untuk pembayaran Uang muka sudah diperlakukan sebagai transaksinya 
selesai. Bila ini dilakukan, maka Bank tidak memiliki akun Persediaan dan praktek ini akan 
membuat posisi Bank Syari’ah mirip dengan Bank konvensional. Terlebih bila Bank mencatat 
harga pokok barang murabahah sebagai pokok pinjaman kepada Nasabah, akan berakibat pada 
tidak adanya beda antara praktik Bank Syariah dan Bank Non-Syariah. Praktek ini sangat 
mungkin dilakukan, karena PSAK tidak mengatur tentang perwakilan. Untuk itu, perlu adanya 
peninjauan kembali terhadap PSAK agar bisa mengakomodasi permasalahan perwakilan ini. 
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Dengan adanya PSAK yang mengatur tebtang pencatatan akad wakalah (wakil) ini, maka 
diharapkan tidak ada lagi praktek bank Non-Syariah di Bank Syariah. 
 
Pembayaran Tunai Dan Tangguh. 
Fatwa MUI : 
7.  Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang 
telah disepakati. 
PSAK :  
08. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh 
adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, 
tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. 
09. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara 
pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut 
telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan. 
22. Pada saat akad murabahah piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset 
murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, 
piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang 
dikurangi penyisihan kerugian piutang. 
23. Keuntungan murabahah diakui : 
a. Pada saat terjadinya penyerahan barang, jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh 
yang tidak melebihi satu tahun. 
b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan 
keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode 
berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan 
upaya transaksi murabahahnya : 
(i) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk 
murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. 
(ii) Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih piutang 
murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau 
beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. 
(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini 
terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih 
dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, 
metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak 
terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. 
 
 Pengakuan keuntungan, dalam paragraph b (ii). dilakukan secara proposional atas 
jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan prosentase keuntungan terhadap 
jumlah piutang yang berhasil ditagih. Prosentase keuntungan dihitung dengan perbandingan 
antara margin dan biaya perolehan asset murabahah. 
 Dalam fatwa no. 7 dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara tangguh namun 
dalam PSAK no. 08 pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran 
secara tunai dimungkinkan bila barang yang diinginkan Nasbah adalah barang khusus yang 
mungkin harganya akan sangat mahal bila dibeli sendiri. Bila barangnya adalah barang biasa, 
maka pembayaran tunai jadi tidak menarik bagi Nasabah karena harus memberi keuntungan 
kepada Bank. Bila dilihat dari prakteknya dalam akad murabahah ini, Nasabah lebih banyak 
memilih pembayaran secara tangguh, dibandingkan pembayaran secara tunai. 
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Berikut ini jurnal untuk transaksi dengan pembayaran secara tunai dan secara tangguh : 
 
Jika Nasabah melakukan pembayaran pembayaran secara tunai 
 Kas     xx 
  Pendapatan margin murabahah xx 
  Persediaan murabahah  xx 
 
Jika Nasabah memilih pembayaran tangguh maka pada saat Nasabah membeli barang kepada 
Bank, jurnal yang dicatat oleh Bank sebagai berikut : 
 Piutang Murabahah xx 
  Margin murabahah tangguhan  xx 
  Persediaan murabahah  xx 
 
Jurnal pada saat Nasabah membayar angsuran kepada Bank  
 Kas     xx 
 Margin murabahah tangguhan xx 
  Piutang murabahah  xx 
  Pendapatan margin murabahah xx  
 
  Jurnal di atas tersebut harus dibuat oleh pihak Bank jika Nasabah melakukan 
pembayaran secara tunai atau tangguh dan Bank juga mencatat saat Nasabah membayar 
angsuran. Dalam kasus Nasabah membayar secara tangguh, maka Pendapatan margin 
murabahah akan diakui secara berkala sesuai dengan proporsi angsuran Nasabah. 
  PSAK no. 09 memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara 
pembayaran yang berbeda sebelum akad namun dalam Fatwa MUI tidak dijelaskan seperti 
pernyataan tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa PSAK tidak sepenuhnya sesuai 
dengan Fatwa DSN-MUI. Agar keduanya sesuai, maka bisa dilakukan dua alternatif, yaitu 
PSAK diubah atau Fatwa DSN-MUI yang diubah. Perbedaan harga dengan perbedaan cara 
pembayaran ini terkesan menghalalkan tambahan harga yang disebabkan oleh perbedaan 
waktu pembayaran. Praktek ini mirip dengan bunga, sesuatu yang jelas diklasifikasikan sebagai 
riba. Walau praktek ini mirip dengan riba, tetapi para ulama belum satu kata untuk melarang 
atau membolehkan (Dimyauddin Djuwaini, 2010). Walau demikian, agar aman dari 
kemungkinan adanya riba maka sebaiknya PSAK tidak menyebut adanya perbedaan harga 
karena perbedaan waktu pelunasan. Demikian pula pihak Bank juga sebaiknya tidak memberi 
alternatif waktu pembayaran yang berdampak pada perbedaan harga barang. 
 Jika dilihat dari pernyataan di atas, antara PSAK no. 102 kurang sesuai dengan Fatwa 
terutama untuk perbedaan harga yang disebabkan karena perbedaan waktu pembayaran. 
Penggunaan kata 'harga' di PSAK juga kurang pas, sebab dalam murabahah komponen yang 
dinegosiasikan adalah margin, bukan harga. PSAK ini perlu direvisi dengan menggunakan 
istilah yang lebih tepat. 
 
Jaminan dalam Murabahah. 
Fatwa MUI : 
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.  
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 
PSAK :  
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13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah antara lain 
dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau asset lainnya. 
 
 Dalam Fatwa MUI tidak menjelaskan bentuk barang yang bisa digunakan untuk agunan 
tetapi dalam PSAK no. 13 dijelaskan jaminan yang digunakan yaitu “dalam bentuk barang yang 
telah dibeli dari penjual dan atau asset lainnya”. Berarti barang yang dibeli tersebut dapat juga 
digunakan sebagai jaminan dalam akad murabahah. Perbedaan utama dari dua hal di atas 
adalah Fatwa MUI lebih menekankan pada jaminan agar Nasabah serius dengan pesanannya 
sekaligus jaminan pembayaran. Sedangkan PSAK lebih menekankan pada jaminan atas 
pembayaran. PSAK sama sekali tidak menjelaskan penerimaan jaminan atas keseriusan 
pesanan. Kedua hal ini sama-sama diperlukan agar tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, 
disarankan adanya perubahan PSAK yang bisa mengakomodasi penerimaan jaminan 
keseriusan pembelian oleh Nasabah. 
 
Uang muka dalam Murabahah. 
Fatwa MUI: 
4.  Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat 
menandatangani kesepakatan awal pemesanan.  
5.   Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar 
dari uang muka tersebut.  
6.   Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung  oleh  bank,  bank  dapat 
meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.  
7.   Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun  sebagai alternatif dari uang muka, maka  
a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa 
harga.  
b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar  kerugian 
yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka  tidak 
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.  
PSAK :  
14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembeli 
sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika 
akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan 
kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang 
muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. 
30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut :  
a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar biaya perolehan murabahah 
tunai. 
b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran 
piutang (merupakan bagian pokok). 
c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, makauang muka dikembalikan kepada pembeli 
setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. 
 Jika dilihat dari pernyataan di atas, antara PSAK no. 102 dengan Fatwa sudah sesuai 
berarti PSAK tersebut sudah benar-benar mengadopsi dari fatwa tentang murabahah tersebut.  
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Diskon dalam murabahah. 
Fatwa MUI 
1.  Harga dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik 
sewa dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. 
2.  Harga dalam jual beli murabahah adalah jual beli dan biaya yang diperlukan ditambah 
keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 
3.  Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya 
adalah harga setelah diskon karena itu diskon adalah hak Nasabah. 
4.  Jika pembelian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan 
berdasarkan perjanjian. 
PSAK : 
10. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan 
harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka 
diskon itu merupakan hak pembeli. 
11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain : 
a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. 
b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. 
c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. 
12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati 
diperlukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, 
maka diskon tersebut menjadi hak penjual. 
20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai : 
a. Pengurangan biaya perolehan asset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah. 
b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang 
disepakati menjadi hak pembeli. 
c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai 
akad menjadi milik hak penjual. 
d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan 
dalam akad. 
21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi 
pada saat : 
a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi 
dengan biaya pengembalian. 
b. Dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh 
penjual. 
  
Dari pernyataan di atas, FATWA no. 4 tidak menjelaskan jika diskon setelah akad 
murabahah. Karena tidak diatur dalam akad maka diskon tersebut menjadi hak penjual tetapi 
di dalam PSAK no.102 menjelaskan tentang hal tersebut. 
 Diskon tersebut dapat diberikan kepada pembeli dari supplier dalam dua kemungkinan 
yaitu sebagai berikut : 
1.  Diskon diberikan sebelum akad dan diskon tersebut merupakan hak Nasabah.  
2. Diskon diberikan setelah akad dan penentuan pembagian diskon yang diberikan 
setelah akad yaitu jika tidak diatur dalam akad maka diskon ini merupakan hak 
penjual/Bank  tetapi jika diskon ini diatur dalam akad maka kemungkinan dapat 
menjadi hak penjual/Bank atau hak Nasabah atau dapat juga menjadi hak pen-
jual/Bank  dan Nasabah. Semua itu tergantung pada perjanjian yang diatur dalam akad. 
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Namun bila kembali ke konsep murabahah adalah jual beli dengan memberitahukan 
harga perolehan secara jujur, maka kapanpun juga diskon diberikan oleh supplier akan 
menjadi hak nasabah. Hak Bank hanyalah sebesar margin yang telah disepakati. 
 
Apabila diskon didapat setelah akad dan dalam perjanjian diskon tersebut diatur dalam 
akad maka perlu dilihat apakah diskon tersebut dapat mempengaruhi hak pembeli dan harga 
jual barang murabahah tersebut. Oleh karena itu perlu dilihat penghitungan keuntungan yang 
digunakan dalam akad tersebut apakah dalam bentuk prosentase atau dalam bentuk rupiah. 
Jika perhitungan keuntungan tersebut dalam bentuk rupiah maka tidak ada masalah dalam 
pembagian diskon tersebut tetapi jika dalam bentuk prosentase maka perlu adanya perhitungan 
yang berbeda, misal : 
Harga perolehan Rp 100.000,- dan keuntungan disepakati 20%, maka nilai jualnya Rp 
120.000,-. Tetapi setelah akad, Bank  mendapatkan diskon Rp 10.000 dari supplier dan diskon 
tersebut sudah diatur dalam akad. 
- jika diskon tersebut menjadi hak penjual 100% maka tidak ada masalah 
- jika diskon tersebut menjadi hak Nasabah 100%, maka cara menghitungnya : 
Biaya perolehan  : Rp 100.000 – Rp 10.000  = Rp 90.000 
Keuntungan  : Rp 90.000 x 20%    = Rp 18.000 
Nilai jual  : Rp 90.000 + Rp 18.000  = Rp 108.000 
Selisih nilai jual sebelum didiskon dengan nilai jual setelah didiskon adalah Rp 120.000 
– Rp 108.000 = Rp 12.000 
Berarti diskon yang didapat oleh Nasabah yaitu Rp 12.000. Diskon Rp 12.000 tersebut 
berasal dari supplier Rp 10.000 dan mendapatkan tambahan Rp 2.000 yang berasal dari 
penurunan nilai marjin. 
 - jika  diskon dibagi dua sama besar untuk Nasabah dan pembeli, maka: 
 Biaya perolehan  : Rp 100.000 – (Rp 10.000 x 50%)  = Rp 95.000 
 Keuntungan  : Rp 95.000 x 20%  = Rp 19.000 
 Nilai jual : Rp 95.000 + Rp 19.000 = Rp 114.000 
   Selisih nilai jual sebelum dan setelah didiskon = Rp 120.000 – Rp 114.000 = Rp 6.000 
Diskon Rp 6.000 tersebut berasal dari supplier Rp 5.000 karena dibagi dua dengan 
penjual dan mendapatkan tambahan Rp 1.000 dari penurunan nilai marjin. 
 Cara penghitung seperti ini tidak ada dalam fatwa maupun PSAK no. 102. Sebaiknya 
diberi tambahan dalam menghitung diskon dalam seperti ini. Namun jika dilihat dari pernya-
taan dalam PSAK no. 102 mengenai diskon ini sudah sesuai dengan fatwa DSN. Walaupun 
demikian, baik FATWA MUI maupun PSAK semuanya keluar dari konsep murabahah murni. 
Sesuai dengan pengertian Murabahah, maka seharusnya diskon dalam bentuk apapun juga dan 
kapanpun juga adalah milik Nasabah, karena diskon mengurangi harga perolehan. Murabahah 
menuntut transparansi harga perolehan dan negosiasi yang terjadi adalah atas besaran marjin, 
bukan harga jual. 
 
Sanksi Murabahah 
Fatwa MUI 
1.  Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada Nasabah 
yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran sengaja. 
2.  Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh 
dikenakan sanksi. 
Aninda Adhaninggar dan Syamsul Hadi : Pembandingan PSAK No. 102 Dengan ..... 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VII, No. 2, Juni 2013  161 
 
3.  Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan 
dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. 
4.  Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar Nasabah lebih disiplin dalam 
melaksankan kewajibannya. 
5.  Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 
kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 
6.  Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial. 
PSAK :  
15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang 
diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kepada pembeli kecuali jika dapat 
dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force 
majeur. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu membuat pembeli lebih 
disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam 
akad dan dana berasal dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan. 
29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad 
dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan 
 
 Dalam pernyataan Fatwa DSN dan PSAK no. 102 dijelaskan bahwa denda akan 
diberikan untuk Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Denda tersebut 
harus diperjanjikan dalam akad karena jika tidak diperjanjikan dalam akad maka akan 
mengandung gharar. 
 Dilihat dari pernyataan di atas, antara PSAK no. 102 dengan Fatwa sudah sesuai.  
 
Potongan Pelunasan Murabahah 
Fatwa MUI 
1. Jika Nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu 
atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari 
kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.  
2. Besar potongan sebagaimana dimaksudkan di atas diserahkan pada kebijakan dan 
dipertimbangkan LKS 
PSAK :  
16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika 
pembeli : 
a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu. 
b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. 
26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang memberikan kepada pembeli yang melunasi 
secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang 
keuntungan murabahah. 
27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan 
menggunakan salah satu metode berikut : 
a. Diberikan pada saat pelunasan yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan 
keuntungan murabahah. 
b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli 
dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. 
 PSAK no. 16, 26, dan 27 hanya menjelaskan bahwa potongan boleh atau dapat 
diberikan kepada Nasabah untuk pembayaran tepat waktu atau pembayaran lebih cepat dari 
waktu yang telah disepakati; namun syarat tidak diperjanjikan dalam akad seperti yang 
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dimaksudkan dalam fatwa MUI tidak dimuat. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman 
dalam praktek atau implemetasi murabahah di dunia nyata. MUI sama sekali tidak 
menghendaki adanya 'iming-iming' atau penawaran akan adanya potongan bila memenuhi 
persyaratan tertentu. 
 Oleh karena itu, dilihat dari pernyataan di atas, bahwa PSAK no. 102 dalam masalah 
potongan pelunasan untuk murabahah kurang sesuai dengan Fatwa DSN maka perlu adanya 
perbaikan untuk PSAK no. 102 dalam masalah potongan pelunasan. 
 
Potongan Tagihan  
Fatwa MUI 
1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada Nasabah 
dalam transaksi murabahah, yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya 
dengan tepat waktu dan Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS. 
3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. 
PSAK :  
17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi 
jika pembeli: 
a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu. 
b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 
28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut : 
a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai 
pengurang keuntungan murabahah. 
b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui 
sebagai beban. 
 
 Dalam pernyaatan PSAK no. 17 dan 28 tidak dijelaskan bahwa potongan boleh atau 
dapat diberikan kepada Nasabah untuk pembayaran cicilan tepat waktu atau mengalami 
penurunan kemampuan pembayaran namun dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad 
padahal di dalam fatwa DSN dijelaskan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam 
praktek atau implemetasi murabahah di dunia nyata. 
 Oleh karena itu, dilihat dari pernyataan di atas, bahwa PSAK no. 102 dalam masalah 
potongan untuk piutang murabahah yang belum dilunasi kurang sesuai dengan Fatwa DSN 
maka perlu adanya perbaikan untuk PSAK no. 102 tersebut dalam masalah potongan untuk 
piutang murabahah yang belum dilunasi. 
 
SIMPULAN 
 
 Dari hasil analisis isi dari PSAK no. 102 sebagian besar sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI. Terdapat beberapa pernyataan dalam PSAK no. 102 yang kurang sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI yaitu tentang masalah Jaminan, Potongan pelunasan untuk murabahah dan 
Potongan untuk piutang murabahah akibat penurunan kemampuan pembayaran. Beberapa 
pernyataan baik dari fatwa maupun PSAK no. 102 yang kurang lengkap dan penjelasannya 
terlalu luas, misalnya seperti penentuan diskon setelah akad dan diatur dalam perjanjian namun 
penghitungan keuntungannya dalam bentuk prosentase. 
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